
BUPATI KETAPANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 42 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
BADAN RISET DAN !NOVAS! DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah, telah ditetapkan nomenklatur Badan 
Riset Dan Inovasi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan 
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat 
Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi 
Daerah; 

Mengingat . . .  
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1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856) ; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 1 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) ;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan 
Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 435); dan 

7. Peraturan . . .  
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7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), 
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 
59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 18 ) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
BADAN RISET DAN INOV ASI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang. 

3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 

4. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang riset 
dan Inovasi Daerah. 

5. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan 
Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 2 

(1 )  Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang 
penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, 
pengkajian dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi di 
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2)Badan . . .  



-4- 

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpin oleh Kepala Badan 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

( 1)  Susunan organisasi Badan terdiri dari: 
a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 4 

( 1 )  Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di 
Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan 
penyusunan rencana induk dan petajalan pemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan 
Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila: 

(2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi di 
Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan 
daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; 

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber 
daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi 
dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila; 

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan 
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi di Daerah; 

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, 
kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi di Daerah; 

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; 

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan 
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; 

g. koordinasi . . .  
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g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ 
organisasi penelitian lainnya di Daerah; 

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; 

i. pelaksanaan administrasi Badan; dan 

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasal 5 

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Pasal 6 

( 1 )  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, aset, keuangan, 
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan. 

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat; 

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk 
teknis di lingkungan Sekretariat; 

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan 
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset; 

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset 
di lingkungan Badan; 

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran; 

f. penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta 
keuangan; 

g. pengoordinasian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi, 
akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan Badan; 

h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan; 
dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas 
memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada 
bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, aset, 
keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan. 

Pasal 7 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 8 . . .  
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Pasal 8 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 

( 1 )  Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
urusan umum, kepegawaian, dan aset Badan. 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan 
bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum, 
kepegawaian, dan aset Badan dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan 
petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan 
aset; 

c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan 
perpustakaan; 

d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi 
kepegawaian; 

e. menghimpun dokumen kepegawaian; 

f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai; 

g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai; 

h. menyusun rencana kebutuhan aset Badan; 

i. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan 
dan inventarisasi aset Badan; 

j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei 
kepuasan masyarakat; 

k. menyusun analisis jabatan, analisis be ban kerja, dan evaluasi jabatan; 

l. melaksanakan reformasi birokrasi; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

Paragraf 3 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 10 

Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 1 1  

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tugas fungsional pada setiap unit kerja berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 . . .  
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Pasal 12 

(1 )  Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  
huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 10, Pasal 1 1  terdiri atas sejumlah pejabat 
fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai kinerja sesuai 
dengan sistem kerja yang berlaku. 

BAB III 

TATAKERJA 

Pasal 13 

( 1 )  Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan Badan, maupun dengan perangkat Daerah serta instansi lain di 
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(2) Kepala Badan dan seluruh pejabat di lingkungan Badan wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan bertanggungjawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati 
secara berkala. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 14  

(1 )  Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat 
fungsional dan pelaksana diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang 
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, pejabat 
fungsional dan pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati. 

B AB V  

ESELONERING 
Pasal 1 5  

( 1 )  Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator. 

(3) Kepala Subbagian merupakanjabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas. 

BABVI. . .  

/ 
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BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 16 

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung 
tugas pokok dan fungsi pada Badan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

(1 )  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik 
berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 84 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2021 Nomor 84), tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai 
dilantik pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  berlaku juga terhadap hak 
keuangan dan hak kepegawaian. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Ketapang Nomor 
84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2021 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 . . .  
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Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 12 Juli 2024 

BUPATI KETAPANG, 

TTD 

MARTIN RANTAN 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 12 Juli 2024 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 
TTD 

ALEXANDER WJLYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANO TAHUN 2024 NOMOR 42 

--Sls,sesuai dengan aslinyap 

agian Hukum . 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 42 TAHUN 2024 
TEN'TANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
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BUPATI KETAPANG, 

TTD 

MARTIN RANTAN 


